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Saksi dan Korban,  Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa 
ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti rugi yang ditimbulkan akibat 
penderitaan yang berkaitan langsung dengan pidana, dan penggantian biaya 
perawatan medis.  Namun dalam praktiknya korban  belum sepenuhnya 
mendapatkan perlindungan hukum. 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana 
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian degan pemberatan,
hambatan-hambatan apa saja yang didapat dalam pemberian perlindungan hukum 
terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan  partisipasi 
korban dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang 
berlokasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, data diperoleh  melalui 
penelitian lapangan adalah pencarian data dilakukan langsung dilapangan atau 
lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara (interview)  kepada responden dan 
informan. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder 
dengan cara membaca, menelaah dan mengutip dari buku -buku serta melakukan 
pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan 
dengan skripsi ini.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemberian perlindungan hukum 
terhadap korban belum sepenuhnya maksimal, karena ada hak-hak yang belum 
didapatkan oleh korban seperti kurang nya mendapatkan informasi tentang 
perkembangan kasus. Hambatan yang terjadi dalam pemberian perlindungan 
hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu, faktor 
dari masyarakat yang kurang sadar akan haknya sebagai korban, faktor dari 
penegak hukum yang kurang memberikan informasi atas hak-hak yang didapatkan 
oleh korban, tidak ada pengajuan ganti kerugian (Restitusi).
Disarankan kepada penegak hukum  agar  meningkatkan profesinonalisme 
dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan dalam bekerja agar masyarakat bisa lebih percaya kepada 
penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang telah dialaminya,  serta    agar 
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya peraturan 
perundang-undangan tentang hak-hak saksi dan korban.
